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BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka
dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut.
Penegakan hukum dalam perspektif hak perempuan terhadap Baigq Nuril
Maknun sebagai Terdakwa dalam Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan
MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018 selain
mengandung kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya,
juga hanya melihat secara formal tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa (Baiq
Nuril Maknun) yang merekam isi pembicaraan antara atasannya M sebagai
Kepala Sekolah dengan dirinya, dengan mengabaikan fakta tujuan perekaman
oleh Terdakwa (Baig Nuril Maknun) sebagai sarana melindungi harkat
martabatnya. Demikian juga dalam konteks mentransmisikan isi rekaman,
hanya melihat secara formal tindakannya tanpa melihat motif atau niat baik
Terdakwa (Baig Nuril Maknun) yang mengijinkan atau menyerahkan rekaman
dimaksudkan sebagai laporan kepada DPRD Mataram. Dalam perspektif
keadilan hukum khususnya perlindungan hak perempuan, putusan MA tersebut
juga mengaibaikan sisi harkat martabat perempuan yang seharusnya menurut

Perma No. 3 Tahun 2017, Majelis dalam mengadili perempuan yang
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berhadapan dengan hukum harus memperhatikan asas harkat martabat manusia

khususnya perempuan.

. Saran

Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara yang terkait dengan perempuan harus memperhatikan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma No. 3 Tahun 2017)
agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat

maupun memperhatikan harkat martabat manusia khususnya perempuan.
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